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ABSTRAK 

 

Khoirul Fuadil Anang 

STUDY PENDAPAT KEPALA KUA DI KABUPATEN DEMAK 

TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH DAN 

PELAKSANAANYA DALAM UNDANG – UNDANG NO 16 TAHUN 2019  

  

40  hal + 20 hal depan 

Latar Belakang: Manusia diciptakan berpasang - pasangan agar manusia dapat 

mengembangkan keturunanyaPerkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 

2 ialah suatu perjanjian atau akad yang kuat antara manusia dan tuhannya dimana akad 

tersebut berisikan tentang janji seorang laki-laki kepada perepuan di hadapan allah SWT 

yang akan senantiasa mengayomi meberikan nafkah lahir maupun batinDalam konsep 

Hukum Islam tidak adanya ketentuan batas usia nikah yang mutlak, tidak adanya 

ketentuan tentang batas umur atau usia menikah dalam agama, hal ini memberikan 

kelonggaran bagi umat manusia melangsungkan pernikahanDi Indonesia sendiri 

ketentuan – ketentuan atau syarat – syarat menikah sudah jelas di atur dalam Undang – 

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 12 mengenai syarat-syarat yang harus di lengkapi oleh calon pengantin, 

pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materil dan pada 

Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil, terkhusus pada pasal 7 

yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materil, dalam pasal 7 di isebutkan 

bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun 

Metode: Penelitian yang di gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dan juga menggunakan penelitian pustaka  

Kesimpulan dan Hasil : Dapat disimpulkan bahwa rata-rata calon pengantin 

yang umurnya dibawah 18 mengajukan dispensasi menikah, di beberapa KUA di 

kabupaten Demak belum 100% bisa menerapkan batas usia menikah menurut 

Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan banyak yang 

mengajukan dispensasi menikah di pengadilan Demak. 

 

Kata kunci : pernikahan dibawah umur, pernikahan dini, Undang - Undang pasal 

7 Nomor 16 Tahun 2019  



II 

 

AHWALUS SYAHSIYAH STUDY PROGRAM 

FACULTY OF ISLAMIC RELIGION 

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG 

Thesis, JUNE 2022 

ABSTRACT 

Khoirul Fuadil Anang 

STUDY OF OPINIONS OF THE HEAD OF KUA IN DEMAK REGENCY 

ON CHANGING THE MARRIAGE AGE LIMITS AND ITS 

IMPLEMENTATION IN LAW NO 16 YEAR 2019 

40 pages + 20 pages ahead 

Background: Humans are created in pairs so that humans can develop their 

offspring. Marriage according to the Complications of Islamic Law (KHI) article 

2 is a strong agreement or contract between humans and their gods where the 

contract contains the promise of a man to a woman before Allah SWT who In the 

concept of Islamic Law, there is no absolute marriage age limit, there is no 

provision regarding the age limit or marriage age in religion, this provides leeway 

for human beings to carry out marriages. In Indonesia itself, the provisions or 

conditions Marriage is clearly regulated in Law Number 16 of 2019 concerning 

marriage contained in Article 6 to Article 12 regarding the conditions that must be 

completed by the bride and groom, Article 6 to Article 11 contains material and 

Article 12 contains about Sya formal requirements, especially in article 7 which is 

part of the material requirements, in article 7 it is stated that marriage is only 

permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. 

Methods: The research used in compiling this research is field research and also 

uses library research 

Conclusions and Results: It can be concluded that the average bride and groom 

who are under the age of 18 apply for a marriage dispensation, in several KUA in 

Demak district it is not yet 100% able to apply the age limit for marriage 

according to Law article 7 Number 16 of 2019 because many have applied for a 

marriage dispensation in the Demak court. 

 

Keywords: underage marriage, early marriage, Law article 7 Number 16 of  2019  
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Pedoman Transliterasi 

       Pedoman Transliterasi merupakan pengalih hurufan dari kosa kata asing atau 

bahasa asing ke bahasa yang kita inginkan. Pada penulisan ini penulis mengambil 

Transliterasi Arab-Latin dimana dipergunakan untuk penyalinan huruf-huruf Arab 

ke huruf-huruf Latin beserta perangkatnya, Pedoman Transliterasi ini penulis 

ambil dari keputusan menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan 

republik indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987  

A. Konsonan 

       Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, dan Berikut ini daftar huruf 

Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 1. 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) س

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 



XI 

 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra r er ز

 Zai z zet ش

 Sin s es ض

 Syin sy es dan ye غ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ن

 Lam l el ي

َ Mim m em 

ْ Nun n en 

 Wau w we و

 Ha h ha ھ
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 Hamzah „ apostrof ء

ٌ Ya y ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 
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Tabel 3. 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ٌْ  Fathah dan ya ai a dan u 

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

 kataba وَزتََ 

 ًَ  fa`ala   فعََ

 ًَ  suila   ظُئِ

ُْفَ   kaifa   وَ

 haula حَىْيَ 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 4.  

Transliterasi Maddah 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ي.َ..

atau ya 

ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ي.ِ..

 Dammah dan و.ُ..

wau 

ū u dan garis di atas 

Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

 qāla لَبيَ 

ًَِ  ramā  زَ

 ًَ ُْ  qīla  لِ

 yaqūlu َمَىُْيُ 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

       Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

       Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

طْفَبيِ لَ زَؤْضَخُ ا  

 

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

  

زَحُ  ٕىََّ ُّ ٌْ ََْٕخُ ا دِ َّ ٌْ  ا

 

al-madīnah al-munawwarah/al-

madīnatul munawwarah 

ٍْحَخْ   talhah طَ

 

E. Syaddah (Tasydid) 

       Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

يَ   nazzala َٔصَّ

 al-birr  اٌجِس  

 

F. Kata Sandang 

        Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu اي, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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       Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

       Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

 ًُ جُ  ar-rajulu اٌسَّ

 ُُ ٌْمٍََ  al-qalamu ا

طُ  ّْ  اٌشَّ

 asy-syamsu 

ٌْجَلَ  يُ ا  

 al-jalālu 

 

G. Hamzah 

       Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 
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Contoh bacaan : 

Huruf arab Huruf latin 

 رأَخُْرُ 

 ta‟khużu 

 شَُئ  

 syai‟un 

 إٌَّىْءُ 

 an-nau‟u 

 َّْ  إِ

 inna 

 

H. Penulisan Kata 

        Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh bacaanya : 

Huruf arab Huruf latin 

 َٓ ُْ اشِلِ ُْسُ اٌسَّ َّْ اللهَ فهَُىَ خَ  وَ إِ

 

Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn   

سْظَبھَب  ُِ جْسَاھَب وَ  َِ ُِ اللهِ    ثعِْ

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
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I. Huruf Kapital 

       Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

Huruf arab Huruf latin 

 َٓ ُْ ِّ ٌْعَبٌَ دُ للهِ زَةِّ ا ّْ ٌْحَ  ا

 

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 ُِ ُْ حِ ِٓ اٌسَّ حّْ  اٌسَّ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm 

        Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

Huruf arab Huruf latin 

  ُ ُْ  اللهُ غَفىُْز  زَحِ

 Allaāhu gafūrun rahīm 

ِ ا ىْزُ لُ لِِلّ ُْعًبُِ ِّ جَ  

 

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

amru jamī`an 
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J. Tajwid 

       Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan berpasang - pasangan agar manusia dapat 

mengembangkan keturunanya, untuk mendukung keinginan manusia untuk 

mengembangkan keturunan harus melalui proses pernikahan, proses ini adalah 

jalan yang mulia yang dianjurkan oleh allah SWT, melalui proses ini manusia 

disediakan wadah oleh sang pencipta untuk berketurunan serta beribadah 

sesuai aturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama
1
. 

Perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ialah suatu 

perjanjian atau akad yang kuat antara manusia dan tuhannya dimana akad 

tersebut berisikan tentang janji seorang laki-laki kepada perepuan di hadapan 

allah SWT yang akan senantiasa mengayomi meberikan nafkah lahir maupun 

batin dan Menurut ulama madzhab Syafi‟iyah berpendapat bahwa akad 

menggunakan lafal nikah atau zawj, menyimpan beberapa arti salah satunya 

ada kata wati‟atau hubungan intim didalamnya yang memiliki makna dengan 

ikatan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan 

dari pasangannya dengan cara yang halal
2
. 

Dari jalan pernikahan diharapkan akan terwujud sebuah keluarga sejahtera 

serta bahagia yang sesuai dengan ajaran syariat islam sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‟an ayat 21 surat Ar-Rum yang berbunyi : 

  
1 Hardianti R, Nurwati N. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. Fokus  J Pekerj 

Sos. 2020 h 111-120. 

2 Muttaqien J, Mintarsih M. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di 

Indonesia dan Hukum Islam. 2020; vol 1(1): hal 74-84. 
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ىَدَّحً وَّ  َِّ  ُْ ُْٕىَُ ًَ ثَ ُْهَب وَجَعَ ا اٌَِ زّعَْىُٕىُْٖٓ ٌِ ُْ اشَْوَاجًب  ْٔفعُِىُ ْٓ اَ ّ ِِ  ُْ ْْ خٍَكََ ٌىَُ َ ٖٓ ا زِه  َٰ ْٓ اٰ ِِ ٍْ وَ َّْ فِ خً ااِ َّ زَحْ

ٍَ ََّزفَىََّسُوْْ مَّىْ ٌِ ذٍ  َٰ ٌِهَ لََٰ   ذٰ

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi 

kaum yang berfikir”(Q.S:surat Ar-Rum:21)
3
. 

Dalam konsep Hukum Islam tidak adanya ketentuan batas usia nikah yang 

mutlak, tidak adanya ketentuan tentang batas umur atau usia menikah dalam 

agama, hal ini memberikan kelonggaran bagi umat manusia melangsungkan 

pernikahan, tetapi didalam Al-Qur‟an menjelaskan bahwa orang yang akan 

melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang sudah siap dan mampu
4
, 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an ayat 32 surat An-Nur yang berbunyi : 

ُْ ۚ إِْ َىَُ  بٖٓئىُِ َِ ُْ وَإِ ْٓ عِجبَدِوُ ِِ  َٓ ٍِحُِ ُْ وَٱٌصَّٰ ٕىُ ِِ  ًٰ َّ ٓ وَأَٔىِحُىا۟ ٱلَََْٰ ِِ  ُ ُُ ٱلِلَّ ىٔىُا۟ فمُسََآٖءَ َغُْٕهِِ

  ُ ٍُِ ظِع  عَ ُ وَٰ ٍِهۦِ ا وَٱلِلَّ  فَضْ

Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang - 

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

hamba - hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S:An-Nur:32)
3
. 

 (اٌسوَ ٢١)

 (إٌىز ٣٢ )

 
3 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an & Terjemahannya. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 

2019. 

4 Musyafah AA. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido. 2020, h 111-122. 
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Di Indonesia sendiri ketentuan – ketentuan atau syarat – syarat menikah 

sudah jelas di atur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

pernikahan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mengenai 

syarat-syarat yang harus di lengkapi oleh calon pengantin, pada Pasal 6 

sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materil dan pada 

Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil, terkhusus pada 

pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materil, dalam pasal 

7 di isebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
5
. 

Hal ini ditetapkan pemerintah melalui banyak hal pertimbangan seperti 

kesiapan reproduksi dan dari segi kedewasaan calon pengantin, sehingga 

pasangan pengantin diharapkan mampu menjalani hidup dengan baik, 

beberapa Kepala KUA di kabupaten Demak berbeda pendapat tentang putusan 

Undang – undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan usia 

pernikahan yang baru disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila 

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dinyatakan 

oleh Kepala KUA diantaranya : 

1. Bapak mahzum (Ketua KUA Sayung) 

       Menyatakan bahwa beliau menyetujui putusan ketentuan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia 

pernikahan yang sebelumnya 16 menjadi 19 berkaitan dengan hukum  

 
 

5. Sekretariat Negara Republik Indonesia.PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG 

PELAKSANAAN UU PERKAWINAN. Published online 1975 h 22. 
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perlindungan anak, pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, jadi seseorang yang di anggap 

dewasa itu lebih dari 19 tahu jika di bawah 19 tahun makan di anggap 

masih anak-anak dan tidak cukup dewasa untuk melangsungkan 

pernikahan, menurut Beliau Tentang penerapan batas usia di kalangan 

masyarakat muslim bisa diterapkan dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang pernikahan mengatur batasan minimal 19 berlaku 

untuk orang yang menganut agama Islam dan juga agama-agama lain, jadi 

pernikahan  yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ajaran 

agama dan kepercayaannya masing-masing. kalau kurang dari 19 tahun 

mempelai bisa menikah tapi dengan catatan harus mengajukan sidang 

dispensasi umur harus ada putusan dari pengadilan agama tentang usia 

mempelai baru KAU berani menikahkan nya. 

2. Bapak Ahmad Taufiq (Ketua KUA Guntur) 

       Menyatakan bahwa beliau tidak menyetujui putusan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7, beliau menyampaikan bahwa beliau 

keberatan atas putusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam 

pasal 7 dimana batas usia menikah peempuan dan laki-laki disama ratakan 

menjadi 19 tahun, beliau menyampaikan bahwa batasan umur laki-laki dan 

perempuan harus di bedakan dikarenakan tingkat kedewasaan seseorang 

tidak bisa diukur dengan umur, tingkat kedewasaan seseorang bisa 

terbentuk dengan kebiasaan keluarga itu sendiri, tetapi walaupun beliau 
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tidak menyetujui adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Dalam pasal 7, tetapi beliau tetap harus mengikuti karena ini 

sudah ketentuan dari pemerintah, beliau tidak setuju tentang putusan ini 

dikarenakan beliau melihat banyak sekali yang melakukan dispensasi 

menikah dikarenakan umur kurang dari 19 tahun, menurut Beliau Tentang 

penerapan batas usia di kalangan masyarakat muslim, penerapan batas usia 

ini tidak hanya pada masyarakat muslim saja, karena Pada dasarnya aturan 

yang sudah dijadikan Undang – Undang menjadi pedoman seluruh warga 

negara indonesia. 

3. Bapak Nur Hamid (Wakil Ketua KUA Mranggen) 

       Menyatakan bahwa beliau menyetujui putusan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7 yang berbunyi pernikahan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun, beliau berpendapat bahwa pada umur 19 tahun adalah umur 

yang matang jadi dalam membina rumah tangga sudah siap dalam segi 

ilmu dan kemantapan hati, jika umur di bawah 19 itu belum ada 

kemantapan hati, kematangan jiwa raga dan kesiapan untuk menghadapi 

bahtera rumah tangga, Menurut Beliau Tentang penerapan batas usia di 

kalangan masyarakat muslim, penerapan ini sangat bisa diterapkan, akan 

tetapi jika umur dibawah 19 tahun maka calon mempelai akan meminta 

surat dispensasi dari pengadilan. 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang mengatur 

batas usia nikah, pada kenyataanya pengimplementasiannya atau 
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pelaksanaanya belum bisa sepenuhnya pada masyarakat perdesaan, hal ini 

dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi cara pandang masyarakat 

perdesaan terhadap batas usia pernikahan 
6
. 

Di Indonesia sendiri kasus pernikahan di bawah umur di paling banyak 

terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu mencapai 3.876 pada tahun 2016, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatatkan 

Kabupaten yang menempati urutan pertama untuk khasus pernikahan anak 

usia dini adalah kabupaten Brebes, di urutan yang ke dua ditempati Kabupaten 

Grobogan, dan di urutan ke tiga pada khasus pernikahan anak dibawah umur 

ditempati oleh kabupaten  Demak, dan di susul oleh kabupaten magelang  dan 

daerah-daerah lainya
7
. 

Berdasarkan  latar belakang diatas, untuk mengetahui batasan usia nikah 

yang diatur dalam Undang - Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau 

dari segi pendapat kepala KUA dan ditinjau dari pelaksanaanya khususnya di 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah, maka peneliti tertarik mengambil judul 

tentang “Study Pendapat Kepala Kua Di Kabupaten Demak Tentang 

Perubahan Batas Usia Nikah Dan Pelaksanaanya Dalam Undang – 

Undang No 16 Tahun 2019”. 

  

 
6 Heryanti BR. IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN. J Ius Const. 

2021;vol 6(2); h 120-143. 

7. Iman Nu. BATAS USIA KAWIN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTEK 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BREBES. 2021;vol 4:hal 6 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

        Dari beberapa masalah penelitian yang berhubungan dengan tajuk skripsi 

diatas bisa diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apa saja syarat dan rukun menikah 

2. Batasan umur menurut undang-undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 

3. Batasan umur menikah menurut KHI 

4. Batasan usia menikah menurut ulama 

5. Pandangan tentang penerapan undang-undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 

2019 di kabupaten demak 

       Masalah masalah penelitian yang diidentifikasikan diatas lumayan 

banyak, oleh karena itu ada beberapa masalah diatas yang tidak bisa diteliti 

secara keseluruhan dalam satu penulisan penelitian, maka dari itu perlu 

adanya pembatasan dalam perumusan. 

C. Batasan Masalah 

       Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas tentu akan terjadi hal 

melebar dalam pembahasan apalagi masalah pernikahan yang uraiannya itu 

sangat banyak jika dikaji, tentunya jika dibuat topik dalam pembahasan 

dengan melihat permasalahan yang muncul pada zaman sekarang akan sangat 

menarik, dari sinilah yang akan memicu melebarnya penulisan. oleh karena itu 

penulis akan memfokuskaskan penelitian ini pada perubahan undang-undang 

pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah, dengan kata lain 

hal yang akan menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah tentang 

pendapat kepala kua tentang perubahan batas usia pernikahan yang terdapat 
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pada pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 dan bagimana penerapan di lingkungan 

KUA yang di naunginya. 

D. Rumusan Masalah 

       Melihat berdasarkan uraian diatas, dengan demikian penulisan ini memuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. bagiamana pandangan kepala KUA dikabupaten Denak tentang 

perubahan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah? 

2. Bagaimana penerapan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia 

menikah Di KUA Kabupaten Demak ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  batas usia nikah yang diatur dalam Undang - Undang 

Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan batas usia nikah yang diatur 

dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Pasal 7 Di 

Kabupaten Demak. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari penelitian ini di harapkan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum, terutama dalam 

bidang hukum pernikahan. 

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebuah 

pemikiran dan pengetahuan terhadap para intelektual pada bidang 

hukum islam 
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c. Dari penelitian ini bisa dijadikan dasar informasi bagi masyarakat, agar 

masyarakat lebih mengerti tentang aturan pemerintah dalam Undang - 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang membahah 

batas umur menikah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini di buat sebagai tugas memenuhi syarat dalam kelulusan 

study di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

b. Penelitian ini harapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

kepustakaan mengenai Undang - Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang batas usia Perkawinan. 

G. Penegasan Istilah 

       Untuk mempermudah pembaca peneliti membuat istilah – istilah 

penegasan yang akan muncul pada penulisan skripsi ini, pada penulisan kali 

ini penulis membahas tentang perubahan Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 

Tahun 2019 yang berisi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”
8
.Undang - Undang pasal 7 

Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang – Undang Pasal 7 

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak 

pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai usia 16 (enam belas) tahun”
9
, Dalam pasal terbaru Undang - Undang 

pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terletak pada usia perempuan yang 

semula 16 tahun menjadi 19 yang artinya disama ratakan antara umur 

perempuan dan laki-laki. 
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       Pada penulisan ini juga membahas tentang dispensasi nikah, arti dari 

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon 

suami/isteri yang belum genap berusia 19 tahun untuk melangsungkan 

pernikahan, dispensasi nikah dengan tujuan untuk 
10

 : 

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan 

terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas 

penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat 

manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di 

depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum 

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak 

3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan 

perkawinan anak 

4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi 

pengajuan permohonan dispensasi nikah 

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah 

di pengadilan. 

 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 
7 undang-undang tahun 2019. LEMBARAN NEGARA. 2019; hal 42. 

8 RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 1. Published online 1974; hal 1-15. 

doi:10.35931/aq.v0i0.57 
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       Penelitian yang di gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data pada 

penelitian lapangan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang terkait
11

, data yang terkait pada penelitian ini 

adalah bagaimana pandangan atau pendapat Kepala KUA dan praktik atau 

pelaksanaan dari Undang - Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang batas usia pernikahan di bebrapa KUA Kabupaten Demak. 

       Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (library research), 

penelitian pustaka adalah penelitian pendukung dari penelitian lapangan 

dengan cara mencari refrensi yang terkait dengan implementasi Undang - 

Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan usia pernikahan, 

refrensi yang digunakan bisa buku, jurnal, maupun artikel 
12

. 

2. Sumber data 

a. Sumber Data Primer 

      Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan secara 

langsung saat terjun ke lapangan atau tempat penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

      Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara 

secara langsung dengan  responden yang memiliki hubungan dengan 

penelitian. Sumber data sekunder merupakan data penunjang dari 

sumber data primer seperti perundang – undangan, hasil penelitiaan, 

atau pendapat dari pakar – pakar hukum
11

, pada penelitian ini sumber 

 

10 .Hamidi. DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019. Published 



12 

 

data sekundernya adalah jurnal – jurnal hukum, buku hukum, kitab 

perundang-undangan dll. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

       Pada penelitian ini menggunakan dua Tehnik pengumpulan data yaitu 

study lapangan (field research) dan study pustaka (library research) Yaitu 

dengan cara saya mendatangi ke KUA yang telah di pilihdiantaranya kua  

sayung,kua mranggen,kua karangawen,kua guntur,kua karang tengah,kua 

bonang dan kua wonosalam 

4. Tehnik Analisa Data 

       Pada penelitian ini tehnik analisa data yang dipakai adalah diskriptif 

analitik, dimana cara menganalisa datanya dengan menggambarkan 

keaadaan obyek yang terjadi dilapangan atau di tempat penelitian, setelah 

data yang diperoleh dikumpulka, kemudian disusun setelah itu dianalisa
13

. 

5. Tehnik Penulisan Skripsi 

       Dalam menyusun skripsi ini penulis merujuk pada buku “Bimbingan 

Penulisan Ilmiah (Buku Pintar Menulis Skripsi) oleh ustad Didiek Ahmad 

Supadi tahun 2017”
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Irianto S. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. J 

Huk Pembang. 2017;vol 2:h 155 

12.  Bachtiar. METODE PENELITIAN HUKUM.; 2019. 
13      Jaya IMLM. METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. (Fikri M, ed.). anak hebat 

indonesia; 2020. 

14.   Supadie  didiek ahmad. BIMBINGAN PENULISAN IMIAH (BUKU PINTAR MENULIS 

SKRIPSI). 2nd ed. unissula press; 2017. 
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I. Sistematika Penulisan 

       Untuk sitematikan penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa 

bab pembahasan, adapun sitematikanya seperti berikut : 

  BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

       BAB II Tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan teori seperti pengertian, 

faktor-faktor yang mempengaruhi, dispensasi menikah, tentang pernikahan 

dibawah umur (menurut Kompilasi hukum islam, Undang-undang dan hukum 

islam), batas usia nikah menurut Hukum islam dan Undang-undang. 

       BAB III Hasil penelitian terdiri dari Pendapat kepala KUA tentang 

putusan Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan 

di Kabupaten Demak,  dan penerapan putusan Undang - Undang pasal 7 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

       BAB IV Analisa Hasil Penelitian yang terdiri dari analisa 

pengiplementasian atau pelaksanaanya terhadap Undang - Undang pasal 7 

Nomor 16 Tahun 2019 menurut pandangan kepala KUA Sekabupaten Demak 

dengan tehnik diskriptif analitik dimana hasil wawancara dengan kepala KUA  

mengenai perubahan Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 yang 

membahas batas usia nikah akan digambarkan secara menyeluruh. 

       BAB V  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran,  ini sebagai 

jawaban atas permasalahan pada penulisan ini. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DINI DAN PROBLEMATIKA DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pernikahan dibawah umur 

1. Pernikahan di bawah umur dan problematikanya dalam hukum islam 

a. Menurut Hukum Islam Dan Pendapat Ulama 

        Didalam hukum Islam pernikahan merupakan suatu hubungan 

yang luarbiasa dan sakral, terciptanya hubungan ini didasarkan pada 

perintah Allah SWT, pernikahan ini merupakan sebuah ibadah apabila 

dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
15

, dari kisah 

Rasullulah SAW kita dapat melihat bahwa nabi muhammad SAW 

menikahi istrinya yaitu Siti Aisyah yang masih berusia 7 tahun dan 

baru dikumpuli oleh Rosullulah pada usia 9 tahun, berkaca dengan 

cerita Rosullulah SAW dapat disimpulakan bahwa didalam islam 

tidak ada batasan usia yang membatasi seorang muslim melakukan 

pernikahan, namun dalam islam ada syarat yang harus dipenuhi untuk 

melangsungkan pernikahan yaitu kedua belah pihak antara mempelai 

perempuan dan laki-laki telah baligh
16

. 

       Allah SWT berfirman Dalam al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 6 

yang bernbunyi: 

 

 

 

 

 
15.  Musyarrafa NI. BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap 

Batas Usia Nikah. shautuna. 2020;1(3):703-722.. 

16.  Puspytasari HH. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN 

HUKUMPOSITIF DI INDONESIA. 2019;(1):84-92. 
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ْْ آَٔ ًٰ إذِاَ ثٍَغَىُا إٌىَِّبحَ فَإِ َّ ًٰ حَز َِ ٌُْزَبَ ُْ زُشْداً وَاثْزٍَىُا ا ْٕهُ ِِ  ُْ ُ عْز

ْْ َىَْجسَُوا ۚ  ُْ ۖ وَلََ رأَوٍُْىُھَب إظِْسَافبً وَثدِاَزًا أَ ىَاٌهَُ ِْ ُْ أَ هِ ُْ فَبدْفعَىُا إٌَِ

عْسُوفِ ۚ  َّ ٌْ ًْ ثِب َُأوُْ ٍْ َْ فَمُِسًا فَ ْٓ وَب َِ ٍُْعَْزعَْفِفْ ۖ وَ َْ غًَُِّٕب فَ ْٓ وَب َِ وَ

ىَاٌهَُ  ِْ ُْ أَ هِ ُْ ُْ إٌَِ ِ حَعُِجبًفَإذِاَ دفَعَْزُ ًٰ ثبِلِلَّ ُْ ۚ وَوَفَ هِ ُْ ُْ فَأشَْهِدوُا عٍََ  

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka 

cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak 

yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 

tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka 

dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) 

mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 

memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 

miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang 

patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta 

kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-

saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan 

cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian 

itu)”
3
. 

 

 

( ٦إٌعبء  ) 

 
17.  Asrori A. Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang 

perkawinan di dunia islam. Al-Adalah. 2019;XII(4):807-826. 
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       Menurut penafsiran Al-Maraghi bahwa  dewasa “rushdan” ialah 

Seseorang yang memahami dengan baik cara mempergunakan harta, 

sedang yang disebut bâligh al-nikâh adalah jika seseorang sudah 

cukup umur dan siap menikah dalam kata lain adalah matang dari sisi 

pemikiran dan organ reproduksinya
17

. 

       Beberapa ulama berbeda dalam memaknai kata Baligh, menurut 

pendapat madzhab Syafiiyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah dikatakn 

baligh jika seorang laki-laki sudah mendapati dirinya sedang mimpi 

basah sedangkan dikatakn baligh bagi seorang perempuan saat 

perempuan sudah mengalami menstruasi, jika pertanda-pertanda 

baliqh tersebut belum kunjung muncul maka penentuan seseorang 

sudah baliqh atau belum dari umur atau ditentukan dengan batas 

Menurut pendapat madzhab Hanafiyyah batasan usianya adalah 18 

tahun untuk laki- laki, dan 17 tahun untuk perempuan sedangkan 

Madzhab Imam Syafii memberi batasan usia 15 tahun untuk laki laki, 

dan 9 tahun untuk perempuan
18

. 

b. Menurut KHI dan Undang-Undang 

       Menurut KHI pasal 15 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Untuk 

kebaikan dalam urusan rumah tangga maka boleh melangsungkan  

 

 

  
18.  Dian YA. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. J Living Hadis. 2018 edisi 3(1): h 47.  

19.  AGAMA D. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.; 2019 
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pernikahan apabila  si calon mempelai telah mencapai umur yang 

telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang 

berbunyi penikahan akan dilangsungkan apabila calon mempelai pria 

setidaknya berumur 19 tahun dan si calon mempelai perempuan 

setidaknya berumur 16 tahun, apabila si calon mempelai (laki-

laki/perempuan) yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan 

izin orang tua atau walinya
19

. 

        Dalam undang-undang yang mengatur batasan usia pernikahan 

dari pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah diamandemen 

menjadi pasal 7 Undang – Undang no 16 tahun 2019 tentang 

pernikahan ada sedikit perubahan tentang batas usia menikah yaitu 

dari pihak wanita atau pria wajib mencapai umur 19 tahun
20

, 

keputusan ini diambil dikaranakan perkawinan pada usia anak 

menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan 

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak 

kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak
2
. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur 

        Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah 

umur adalah : 

a. Faktor Pengetahuan 

       Faktor ini sangat berpengaruh bagi seorang yang melakukan 

pernikahan di usia muda atau dini karena di dalam beberapa kasus  
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terdapat kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam pola pikir 

masyarakat, dimana digambarkan dalam penelitian (Hamzah et al., 

2020) bahwa dari 30 responden keseluruhan memiliki kesamaan 

dalam pemahaman terhadap undang-undang yang mengatur batasan 

usia menikah yaitu masyarakat tidak mengetahui bahwa ada peraturan 

yang menetapkan bahwa menikah memiliki batas usia menikah
21

hal 

ini mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran terhadap  undang – 

undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.  

b. Faktor Ekonomi 

      faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan 

dibawah umur yang banyak di temui di indonesia khususnya pada 

remaja perempuan, perempuan muda yang menikah dibawah usia 

pernikahan kebanyakan dari kalangan keluarga yang kurang mampu, 

kondisi ekonimi yang sangat buruk mengakibatkan keluarga 

mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuanya dengan 

tujuan memperingan beban ekonomi keluarga, keluarga berfikir jika 

sudah menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihanya maka lunturlah 

kewajiban keluarganya dalam kata lain seorang remaja putri tersebut 

sudah menjadi tanggung jawab suaminya dan semua kebutuhannya 

sudah ada yang menanggung bukan lagi dari keluarga. 

        keluarga berharap jika menikahkan anaknya sesegera mungkin 

bisa membantu perekonomian keluarganya dengan harapan setiap 

bulanya akan dikirim uang anaknya untuk membantu ekonomi 
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keluarganya, namun pada kenyataanya tidak seperti yang diharapkan 

sangat jauh dari hal yang dibayangkan, ternyata setelah menikah 

ekonomi anak malah buruk dikarenakan kesiapan dalam materinya 

sangat kurang hal ini tidak menjadikan jalan keluar namun hanya 

menambah angka kemiskinan di indonesia
22

. 

c. Faktor Hamil Di Luar Nikah 

Remaja merupakan masa dimana banyak perubahan-perubahan 

diantaranya fisik, psikologi, mental, dan reproduksi, pada masa-masa 

ini remaja harus mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya 

dikarenakan pada masa ini tingkat keingintahuanya terhadap seks 

sangat tinggi, pada masa ini juga para remaja merasakan suka pada 

lawan jenisnya, pada kenyataanya banyak yang mencoba pacaran 

sampai kebablasan, apalagi pada saat pandemi seperti saat ini sekolah 

menggunakan metode daring memberikan peluang seorang remaja 

yang tidak mendapatkan perhatian penuh mencuri-curi waktu untuk 

bertemu dengan kekasihnya, hal ini memicu timbulnya perbuatan 

yang dilarang agama 

       Saat ini banyak remaja kurang mendapatkan penerangan 

informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan 

remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah, tentang 

masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya 

informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat 
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walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum 

mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, 

meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan
21

. 

3. Dispensasi menikah 

a. Pengertian 

      Dispensasi menikah adalah membebaskan suatu kewajiban atau 

hal yang dilarang bagi perempuan maupun laki-laki yang akan 

melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat 

pernikahan, contohnya seperti kurangnya umur mempelai dari 

ketetapan undang-undang nomer 7 pasal 16 tahun 2019 yang menjadi 

syarat pernikahan, dispensasi menikah bisa juga diartikan sebagai 

suatu kelonggaran hukum yang di berikan oleh calon pengantin yang 

tidak memenuhi syarat yang di atur dalam undang-undang no 16 

tahun 2019 tentang pernikahan, maka dari itu undang-undang 

memberikan kelonggaran hukum untuk mengajukan dispensasi 

menikah di pengadilan dan akan di timbang oleh pengadilan dengan 

ketentuan hukum Islam dan undang-undang,  apakah calon pengantin 

layak atau tidak mendapatkan dispensasi menikah
23

, 

 

 

 

 

 

 

21.  Hamzah YA, Mangarengi AA, Buana AP. Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui 

Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). Pleno Jure. 

2020;9(2):119-128. 

23.  Kamarusdiana, Sofia I. Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. SALAM J Sos dan Budaya Syar-i. 2020;7(1):49-64 
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Dalam menetapkan suatu penetapan dispensasi pernikahan di bawah 

umur, maka yang paling utama yang harus dilihat oleh Majelis Hakim 

adalah dari segi usia, fisik calon mempelai, dan kedewasaannya 

selama mengikuti persidangan permohonan dispensasi perkawinan. 

b. Syarat Pengajuan Dispensasi Menikah 

Syarat pengajuan dispensasi Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 

berbunyi untuk syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi 

menikah sebagai berikut : 

1. surat permohonan 

2. fotokopi kartu keluarga 

3. fotokopi KTP kedua orang tua/wali 

4. fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran 

calon suami/istri 

5. fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran 

anak; 

6. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan 

masih sekolah anak
8
. 
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BAB III 

PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA 

MENIKAH 

A. Pandangan kepala KUA tentang pendapat kepala kua sekabupaten demak 

tentang perubahan batas usia nikah dan pelaksaanya dalam Undang - Undang 

pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan 

1. KUA Sayung 

      Bapak Mahzum S.Ag.,M.H Kepala KUA Sayung Menyatakan bahwa 

beliau menyetujui putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang 

sebelumnya 16 menjadi 19 berkaitan dengan hukum  perlindungan anak, 

pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 

memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, jadi seseorang yang di anggap dewasa itu lebih dari 

19 tahu jika di bawah 19 tahun makan di anggap masih anak-anak dan 

tidak cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan, menurut Beliau 

Tentang penerapan batas usia di kalangan masyarakat muslim bisa 

diterapkan dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

pernikahan mengatur batasan minimal 19 berlaku untuk orang yang 

menganut agama Islam dan juga agama-agama lain, jadi pernikahan  yang 

sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ajaran agama dan 

kepercayaannya masing-masing. kalau kurang dari 19 tahun mempelai 

bisa menikah tapi dengan catatan harus mengajukan sidang dispensasi 
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umur harus ada putusan dari pengadilan agama tentang usia mempelai 

baru KAU berani menikahkan nya. 

2. KUA Guntur 

       Bapak nur hamid S.H M.H Menyatakan bahwa menyetujui 

putusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7, beliau 

menyampaikan bahwa beliau tidak keberatan atas putusan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7 dimana batas usia 

menikah peempuan dan laki-laki disama ratakan menjadi 19 tahun, 

beliau menyampaikan bahwa batasan umur laki-laki dan perempuan 

harus di bedakan dikarenakan tingkat kedewasaan seseorang tidak bisa 

diukur dengan umur, tingkat kedewasaan seseorang bisa terbentuk 

dengan kebiasaan keluarga itu sendiri, beliau tetap harus mengikuti 

karena ini sudah ketentuan dari pemerintah indonesia. 

3. KUA Mrangen 

      Bapak H.mufidz,.S.Ag Menyatakan bahwa beliau menyetujui 

putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam 

pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang sebelumnya 16 

menjadi 19 berkaitan dengan hukum  perlindungan anak, pada UU No. 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang 

memberikan bataasan usia seseorang dikatakan sudah dewasa apabila 

lebih dari 18 jika masih 18 tahun maka masih diangap sebagai anak-

anak, namun untuk penerapan sendiri di kecamatan mrangen masih 

banyak yang menikah dibawah usia 18 dikarenakan faktor esternal dan 
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internal seperti hamil diluar nikah dan desakan orang tua yang 

mengiginkan anaknya segera menikah. 

4. KUA Karangawen 

       Bapak Saekhul., S.Ag Menyatakan bahwa beliau menyetujui 

putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam 

pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang sebelumnya 16 

menjadi 19, kalau kurang dari 19 tahun mempelai bisa menikah tapi 

dengan catatan harus mengajukan sidang dispensasi umur harus ada 

putusan dari pengadilan agama tentang usia mempelai baru KAU 

berani menikahkan nya. 

5. KUA Bonang 

       Bapak Drs.Solekul hadi.,Msi Menyatakan bahwa beliau 

menyetujui putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang sebelumnya 

16 menjadi 19 berkaitan kematangan pola pikir anak dan organ 

reproduksi perempuan, menurut beliau ini adalah tindakan yang hebat 

dalam meminimalisir pernikahan dini seperti pada zaman dahulu, pada 

zaman dahulu dominan semua menikah diusia muda, banyak sekali 

resiko yang harus di hadapi jika menikah muda, dikarenakan dari segi 

ekonomi belum mapan, situasi emosional yang tidak setabil, ini yang 

biasanya meningkatkan angka perceraiaan. 

6. KUA Karang Tenggah  
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      Bapak Shohi Lutfi.S.ag.M.H  Menyatakan bahwa beliau 

menyetujui putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang sebelumnya 

16 menjadi 19 berkaitan dengan hukum  perlindungan anak pada UU 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 nomer 1 yang 

berbunyi anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, jadi seseorang yang di anggap dewasa itu lebih dari 19 tahu jika 

di bawah 19 tahun makan di anggap masih anak-anak dan tidak cukup 

dewasa untuk melangsungkan pernikahan, apabila ada hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah yang menimpa anak 

dibawah 18, pada kasus ini jika orang tua ingin dan menghendaki 

adanya pernikahan makan harus mendapatkan surat dispensasi 

menikah dari pengadilan . 

7. KUA Wonosalam 

      Bapak Saeful Karim.S.ag.Msi Menyatakan bahwa beliau 

menyetujui putusan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Dalam pasal 7, menurut beliau batas usia pernikahan yang sebelumnya 

16 menjadi 19 berkaitan dengan hukum  perlindungan anak, pada UU 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 

menerangkan tentang apa itu yang disebut anak, anak adalah seseorang 

yang belum genap berusia 18 tahun, maka undang-undang ini sangat 

terkait dkarenakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Dalam pasal 7 pernikahan mengatur jika seseorang ingin melakukan 
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pernikahan maka harus atau wajib berusia diatas 18 tahun yaitu 19 

tahun, jika belum mencapai umur itu tidak direkomendasikan 

dikarenakan banyaknya mudhorot yang akan muncul pada 

pernikahannya. 

A.PROFIL KABUPATEN DEMAK 

1. Data Geografis 

       Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara 

geografis terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" 

Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. 

Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 

41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. 

Batas wilayah kabupaten Demak: 

a) Utara  = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

b) Timur = Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan 

c) Selatan= Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan 

d) Barat   = Kotamadya Semarang 

       Jarak tempuh dari ibukota kabupaten Demak ke ibukota kabupaten / 

kota sekitarnya: 

a) Demak - Semarang = 26 km 

b) Demak - Kudus = 25 km 

c) Demak - Jepara = 45 km 

d) Demak - Purwodadi = 38 km 

       Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha 

yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian 

besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 
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ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk 

tegal / kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan 

untuk tambak.  

2. Keadaan Iklim 

       Menurut Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan 

Energi (DPUPPE) Kabupaten Demak, selama tahun 2015 di wilayah 

Demak telah terjadi 33 sampai 104 hari hujan dengan curah hujan antara 

375 mm sampai dengan 2.436 mm Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di 

Daerah Mijen. Sementara curah hujan tertinggi terjadi di Daerah Jatirogo.  

3. Kependudukan 

       Dari hasil proyeksi penduduk tahun 2015, tercatat total jumalh 

penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.117.901 orang. Terdiri dari 

553.876 berjenis kelamin laki-laki (49,55%) dan 564.025 perempuan 

(50,45%). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 

5.681 orang atau sekitar 1,04%. Sebagaian besar penduduk Kabupaten 

Demak berusia produktif, yakni umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 

758.944 orang. Selebihnya merupakan penduduk non produktif sebanyak 

296.880 berumur di bawah 15 tahun dan 62.077 orang berumur di atas 65 

tahun. Penduduk usian kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke 

atas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang 

terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja 

yang terbagi atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan 

sebagainya. Selama tahun 2015 penduduk Kabupaten Demak usia 15 
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tahun ke atas yang bekerja sebanyak 534.301 orang yang terdiri dari 

316.456 laki-laki dan 217.845 perempuan. 

       Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Demak terdapat 6.455 orang pencari kerja. Terdiri dari 2.651 laki-laki dan 

3.804 perempuan selma tahun 2015. Sebagian besar pencari kerja tersebut 

berpendidikan setara SLTA sebanyak 3.752 orang. Sedangkan sisanya 770 

orang berpendidikan setara SLTP, 1596 orang berpendidikan 

berpendidikan diploma / perguruan tinggi dan 292 orang berpendidikan 

SD. Dilihat dari kepadatan penduduk, pada tahun 2015 Kabupaten Demak 

mencapai 1.246 orang/km persegi. Penduduk terpadat berada di 

Kecamatan Mranggen, dengan jumlah kepadatan 2.494 orang/km persegi. 

Sedangkan di Kecamatan Wedung memiliki tingkat kepadatan paling 

rendah, yaitu 517 orang/km persegi. 

B. PROFIL KUA DI KABUPATEN DEMAK 

1. KUA Sayung 

a) Letak Geografis. 

       Kecamatan Sayung terletak berbatasan dengan Kecamatan Genuk 

Semarang di sebelah baratnya sedangkan disebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Mranggen , disebelah utara Laut Jawa dan sebelah 

timur Kecamatan Karagtengah. Kecamatan Sayung memiliki luas 

7.222 ha (8.05 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Demak) 

yang terdiri dari 854 tanah sawah dan 6.368 ha tanah kering. Jumlah 

penduduk Kecamatan Guntur adalah sekitar 93.453 jiwa yang terdiri 
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dari 45.624 jiwa laki-laki dan 47.929 jiwa perempuan. Kecamatan 

Sayung merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak 

nomor tiga setelah Mranggen dan Demak Kota di Kabupaten Demak.  

b) Kondisi Sosiokultural 

       Kecamatan Sayung berada pada ujung selatan barat Kabupaten 

Demak yang terdiri atas beragam etnis, pemeluk agama dengan mata 

pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Sayung sendiri 

menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh 

karena itu wilayah kerja KUA Sayung memiliki penduduk musiman 

terbanyak yang belajar di Pesantren atau madrasah dan sekolah 

lanjutan yang berada di lingkungan Kecamatan Sayung. Konsekwensi 

logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di 

tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di kecamatan 

lain di wilayah Kab.Demak. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan 

terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam melayani 

masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima. 

       Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Sayung berkembang baik, 

sebagian besar mata pencarian penduduk bertambak dan nelayan 

karena berbatasan dengan laut jawa, selebihnya bertani dan buruh 

pabrik. 

       Produk dan barang yang dihasilkan dari industri besar/sedang, 

kecil, dan rumah tangga antara lain industri es, tempe, krupuk, roti, 

pakaian, pengolahan kayu/mebel, genting, batu merah, kerajinan 
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sangkar burung dan pengolahan limbah plastik. Untuk industri 

pengolahan limbah plastik, di Kabupaten Demak hanya terdapat di 

Kecamatan Sayung. 

c) Kondisi KUA KecamatanSayung 

       Gedung KUA Kecamatan Sayung terletak di jalan Raya Demak - 

Semarang KM 09 No 15 Purwosari Kec. Sayung.Gedung KUA 

Sayung dibangun diatas tanah milik  BKM Demak sebagai hak guna 

bangunan seluas 500 m2 dengan luas bangunan 92 m­2 dan 70 m2  

terdiri dari bangunan Kantor kerja dan balai pertemuan (Balai Nikah). 

Adapun rata-rata pernikahan di KUA Kec. Sayung sangat tinggi yaitu 

lebih dari 1000 an, terbesar nomer 3 di Demak, oleh karena itu sangat 

perlu dibutuhkan pegawai yang cukup lagi profesinaldan handal 

2. KUA Mranggen 

a) Letak Geografis. 

       Kecamatan Mranggen terletak berbatasan dengan Kota Semarang 

di sebelah baratnya sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Semarang (Ungaran). Kecamatan Mranggen memiliki luas 

7.222 ha (8.05 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Demak) 

yang terdiri dari 854 tanah sawah dan 6.368 ha tanah kering. Jumlah 

penduduk Kecamatan Mranggen adalah sekitar 142.627 jiwa yang 

terdiri dari 70.624 jiwa laki-laki dan 72.003 jiwa perempuan. 

Kecamatan Maranggen merupakan Kecamatan dengan jumlah 

penduduk terbanyak di Kabupaten Demak.  
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b) Kondisi Sosiokultural 

      Kecamatan Mranggen berada pada ujung selatan barat Kabupaten 

Demak yang terdiri atas beragam etnis, pemeluk agama dengan mata 

pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Mranggen sendiri 

menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh 

karena itu wilayah kerja KUA Mranggen memiliki penduduk musiman 

terbanyak yang belajar di Pesantren atau madrasah dan sekolah 

lanjutan yang berada di lingkungan Kecamatan Mranggen. 

Konsekwensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya 

percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak 

terjadi di kecamatan lain di wilayah Kab.Demak dengan letaknya yang 

berbatasan dengan Kota semarang. Mau tidak mau setiap aparat 

pemerintahan terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam 

melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima. 

       Disektor pertanian, tanaman yang berpotensi ditanam di 

Kecamatan Mranggen antara lain padi, jagung, ketela pohon, kacang 

tanah, kacang hijau, dan kedelai. Berdasar data dari Badan Pusat 

Statistik tahun 2008 jumlah produksi kedelai di kecamatan Mranggen 

adalah sejumlah 7.692 ton kedelai (menempati urutan pertama di 

Kabupaten Demak). Hewan ternak yang dipelihara di Kecamatan 

Mranggen antara lain sapi perah, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, 

ayam ras, ayam kampung, itik, angsa, kalkun, dan puyuh. 
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       Sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Mranggen tidak 

berkembang dengan baik, karena tidak terletak di pesisir pantai maka 

hasil produksi ikan di Kecamatan Mranggen hanya terdapat ikan darat 

seperti tawes, mujair, nila, dan lele. 

       Produk dan barang yang dihasilkan dari industri besar/sedang, 

kecil, dan rumah tangga antara lain industri es, tempe, krupuk, roti, 

pakaian, pengolahan kayu/mebel, genting, batu merah, kerajinan 

sangkar burung dan pengolahan limbah plastik. Untuk industri 

pengolahan limbah plastik, di Kabupaten Demak hanya terdapat di 

Kecamatan Mranggen. 

c) Kondisi KUA Kecamatan Mranggen 

      Gedung KUA Kecamatan Mranggen terletak dijalan Sukaimi no 75 

Kec. Mranggen (belakang Masjid Baitul Muttaqin), berada di desa 

Mranggen Kec. Mranggen.Gedung KUA Mranggen dibangun diatas 

tanah milik  BKM Demak sebagai hak guna bangunan seluas 500 m2 

dengan luas bangunan 92 m­2 dan 70 m2  terdiri dari bangunan Kantor 

kerja dan balai pertemuan (Balai Nikah).Adapun rata-rata pernikahan 

di KUA Kec. Mranggen sangat tinggi yaitu 1300 an, terbesar nomer 

satu di Demak, oleh karena itu sangat perlu dibutuhkan pegawai yang 

cukup lagi profesinal. 

3. KUA Guntur 

a) Kondisi Geografis 
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Jumlah Penduduk dan Ekonomi di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur 

Kabupaten Demak Desa Trimulyo adalah termasuk salah satu desa 

yang berada di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Propinsi 

Jawa Tengah, yang letaknya kurang lebih 28 kilometer dari Ibukota 

Kabupaten Demak. Secara geografis Desa Trimulyo berbatasan 

dengan:  

a. Sebelah Utara : Desa Ploso  

b. Sebelah Selatan : Desa Gabahan  

c. Sebelah Barat : Desa Turi Rejo  

d. Sebelah Timur : Desa Tempurung  

Desa Trimulyo mempunyai wilayah lebih kurang lebih 1.340.653 ha. 

Dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk bercocok tanam dan 

beternak. Desa Trimulyo termasuk daerah dataran rendah yang 

mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. 

Ketinggian tanah di Desa Trimulyo rata-rata 34 meter dari permukaan 

laut. Curah hujan di Desa Trimulyo 0-500 mm/m. Suhu udara rata-

rata di kecamatan guntur kabupaten demak 

b) Kondisi Pendidikan 

Keagamaan dan Adat Istiadat di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur 

Kabupaten Demak. Adapun tempat pendidikan sebagai fasilitas pokok 

dalam bidang pendidikan di Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:  

1. TK : 3 buah  

2. SD / Madrasah Ibtidaiyah : 4 buah  
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3. SMP / SMA : -  

4. Madrasah (Taman Pendidikan Al-Qur'an): 3 buah  

5. Pondok Pesantren : 

4. KUA Karangawen 

a) Kondisi geografis 

        Kecamatan Karangawen merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Demak. Kecamatan Karangawen memiliki berbatasan wilayah 

kecamatan lain di Kabupaten Demak. Adapun batas wilayah Kecamatan 

Karangawen  

adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Kecamatan Guntur 

2) Sebelah Timur : Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan 

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang 

4) Sebelah Barat : Kecamatan Mranggen 

b) kondisi penduduk 

       Kecamatan Karangawen juga memiliki desa dengan jarak terdekat 

dan terjauh dari ibukota kecamatan. Jarak terjauh dari ibukota 

kecamatan adalah Desa Margohayu sejauh 9,5 km dan terdekat Desa 

Karangawen sejauh 1 km. Jarak ke Ibukota Kabupaten Demak 22,5 

km, sedangkan jarak ke ibukota Kecamatan Guntur adalah sekitar 8,5 

km (BPS Kabupaten Demak, Kependudukan Jumlah penduduk 

Kecamatan Karangawen tahun 2014  
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       Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 

87.098 orang terdiri atas 43.158 laki-laki dan 43.940 perempuan. 

Jumlah penduduk ini naik sebanyak 1.058 orang atau sekitar 1,21 

persen dari tahun sebelumnya Secara berurutan, penduduk terbanyak 

terdapat di Desa Rejosari dengan jumlah penduduk sebesar 11.956 

orang. Sedang penduduk paling sedikit terdapat di Desa Margohayu 

yang hanya sebanyak 4.844 orang (BPS Kabupaten Demak, 2015: 19).  

      Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kecamatan 

Karangawen termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 

59.003 orang (67,74%), selebihnya 23.385 orang (26.85%) berusia di 

bawah 15 tahun dan 4.710 orang (5,41 %) berusia 65 tahun ke atas 

(BPS Kabupaten Demak, 2015: 19).  

       Sementara besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) 

Kecamatan Karangawen adalah 476,16. Hal ini berarti bahwa setiap 

1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 476 orang lebih 

penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Dilihat dari 

kepadatan penduduknya, pada tahun 2014 kepadatan penduduk 

Kecamatan Karangawen mencapai 1.300,71 orang/km2  Penduduk 

terpadat terdapat di Desa Rejosari dengan kepadatan 2.14997 

orang/km2, sedang penduduk paling jarang berada di Desa Wonosekar 

dengan kepadatan 568,25 orang/km2 (BPS Kabupaten Demak,) 
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c) Sosial dan Ekonomi 

       Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya 

sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan 

(guru) yang memadai. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 di 

Kecamatan Karangawen diketahui ada 43 Sekolah Dasar (SD) atau 

sederajat, 18 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat 

dan 10 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat (BPS 

Kabupaten Demak, 2015: 49). 

       Sementara itu untuk jumlah guru yang ada terdiri dari 588 guru 

SD atau sederajat, 433 guru SLTP sederajat dan 272 guru SLTA 

sederajat. Dari jumlah guru dan murid di atas dapat dihitung rasio 

murid terhadap guru, dimana rasio murid terhadap guru untuk SD 

adalah 15,84 untuk SLTP 10,15, dan untuk SLTA 8,59. Ini berarti 

bahwa setiap guru SD harus menangani sedikitnya 15 murid, guru 

SLTP harus menangani sedikitnya 10 murid begitu juga untuk SLTA 

sedikitnya 8 murid (BPS Kabupaten Demak,) 

       Tanaman pangan yang terdapat di Kec. Karangawen cukup variatif 

yang terdiri dari padi, jagung, ketela pohon, kacang hijau, dan kedelai. 

Berdasarkan luas panen kotor 5.023 ha tanaman padi mampu 

menghasilkan produksi bersih 19.730 ton pada tahun 2014 atau rata-

rata 54,36 kw/ha. Namun demikian produksi tanaman pangan paling 

besar pada tahun 2014 adalah jagung ,yaitu sebesar 81.907 ton dengan 

luas panen kotor 10.784 ha atau rata-rata 76,04 kw/ha. Sementara itu, 
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produksi kedelai, kacang hijau, dan ketela pohon pada tahun 2014 

masing-masing sebesar 347 ton, 799 ton, dan 200 ton. Produksi jagung 

tahun 2014 merupakan yang paling besar di antara tanaman pangan 

lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Kec. Karangawen merupakan 

daerah dengan potensi jagung yang tinggi (BPS Kabupaten Demak, 

2015: 69). Populasi ternak besar di Kec. Karangawen selalu 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

5. KUA Bonang 

a) letak geografis 

 Sebelah Utara : Kecamatan Wedung 

 Sebelah Timur : Kecamatan Demak 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Karangtengah 

 Sebelah Barat : Laut Jawa 

JARAK TERJAUH 

 Dari Barat ke Timur : + 8 Km 

 Dari Utara ke Selatan : + 6 Km 

  Jarak Dari Kecamatan Ke Ibukota Demak : + 10 Km 

 Jarak Dari Kecamatan Ke Pusat Kecamatan Lainnya: 

- Ke Kecamatan Wedung : + 11 Km 

- Ke Kecamatan Demak : + 10 Km 

- Ke Kecamatan Karangtengah : + 15 Km 

 TINGGI DARI PERMUKAAN AIR LAUT < 500 M : 

- Terendah : 0.5 m 
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- Tertinggi : 4.0 m 

b) Wilayah Administrasi 

      Secara administratif wilayah Kecamatan Bonang terdiri atas 21 

desa, 84 dusun serta 114 RW dan 550 RT. Seluruh desa di Kecamatan 

Bonang sudah termasuk klasifikasi swasembara. Jumlah perangkat 

yang telah terisi adalah Kepala Desa sejumlah 21 orang, sekretaris 

desa 13 orang, kepala dusun 49 orang, kepala urusan 78 orang dan 

pembantu kaur 65 orang.Tanah bengkok di Kecamatan Bonang seluas 

1 131,38 Ha atau sekitar 13,59 Persen dari luas wilayah. Sementara itu, 

untuk tanah kas desa terdapat sekitar 3,77 persen dari total luas 

wilayah Kecamatan Bonang atau seluas 313,63 H 

c)  Fertilitas dan Mortalitas 

       Dilihat dari tingkat kelahiran kasar (Crude Birth Rate - CBR) yang 

merupakan jumlah anak yang dilahirkan per 1.000 orang penduduk, 

tercatat CBR Kecamatan Bonang tahun 2017 adalah 8,75. Sedang 

menurut tingkat kematian kasar (Crude Death Rate - CDR) yang 

merupakan jumlah kematian per 1.000 orang penduduk, maka CDR 

Kecamatan Bonang pada tahun yang sama adalah 7,02. Angka CBR ini 

lebih rendah dibanding CBR tahun 2016 sebesar 9,60, sementara 

angka CDR lebih tinggi dibanding tahun 2016, dimana angka kematian 

kasar sebesar 6.76. Rasio anak terhadap wanita usia 15-49 tahun (Child 

Woman Ratio - CWR) Kecamatan Bonang adalah 303,09 yang berarti 

bahwa terdapat 303 anak berusia 0-4 tahun pada setiap 1.000 wanita 
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usia 15-49 tahun. Angka ini lebih rendah dibanding angka tahun 2016 

yang mencapai CWR sebesar 306,68 

d)  Tanaman Pangan 

       Luas panen bersih tanaman padi di Kecamatan Bonang tahun 2017 

seluas 10.072 ha dengan produksi bersih mencapai 65.345 ton dan 

produktivitas sebesar 64,88 kw/ha. Luas panen bersih tanaman jagung 

pada tahun 2017 nihil. Luas panen bersih tanaman ketela pohon pada 

tahun 2017, seluas 27 ha, dengan produksi sebesar 575 ton 

produktivitas 213,00 kw/ha. Luas panen bersih tanaman ketela rambat 

pada tahun 2017 seluas 5 ha, dengan produksi sebesar 98 ton 

produktivitas 196,70 kw/ha. Luas panen bersih tanaman kacang tanah 

pada tahun 2017 nihil. Luas panen bersih tanaman kacang hijau pada 

tahun 2017 seluas 2.831 ha, dengan Produksi dan produktivitas 

masing-masing sebesar 4.056 ton dan 14.50kw/ha. Untuk tanaman 

kedelai dan sorgum pada tahun 2017di Kecamatan Bonang nihil. 

e)  Peternakan 

        Populasi ternak besar di Kecamatan Bonang tahun 2017, untuk 

sapi, kerbau dan kuda masing-masing 36 ekor, 68 ekor dan 21 ekor. 

Sementara populasi kambing, domba dan kelinci yang merupakan 

ternak kecil masing-masing tercatat 772 ekor, 926 ekor dan 42 ekor. 
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6. KUA Karang Tengah 

a) Letak Geografis 

Karangtengah sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Demak 

terletak pada 110030‟48”-110038‟22,5”BT dan 6051‟42,4”-6056‟44” 

LS. Sebelah utara kecamatan Karangtengah berbatasan dengan laut 

Jawa, sebelah timur kecamatan Karangtengah adalah kecamatan 

Demak, kecamatan Wonosalam dan kecamatan Bonang, sebelah 

selatan kecamatan Karangtengah berbatasan dengan kecamatan 

Guntur, serta sebelah barat kecamatan Karangtengah berbatasan 

dengan kecamatan Sayung. Jarak kecamatan Karangtengah ke kota 

Demak adalah 5 km, adapun jarak kecamatan Karangtengah dengan 

kecamatan sekitarnya antara lain dengan  kecamatan Wonosalam 10 

km, kecamatan Guntur 7 km, kecamatan Sayung 10 km dan kecamatan 

Bonang 15 km Secara administratif luas wilayah 

kecamatanKarangtengah adalah 51,55 km2, 

       Kecamatan karangtengan terdiri dari 17 desa. Sebagai daerah 

agraris, kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai seorang petani. 

Wilayah kecamatanKarangtengah terdiri dari lahan sawah seluas 

3.572,00 ha, dan lahan kering 1.583,00 ha. Menurut penggunaannya, 

sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 

2.867,68 ha, dan setengah tehnis 449,07 ha. Untuk lahan kering, 

200,51 ha digunakan untuk perkebunan, 1161,21 ha digunakan untuk 

bangunan dan halaman, selebihnya digunakan untuk jalan dan 
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sungai.Berikut adalah diagram luas wilayah kecamatan Karangtengah 

menurut desa: Sebagian besar penduduk kecamatan Karangtengah 

memasuki usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 42.168 orang (67,89 

%) dan selebihnya 16.498 orang (26,56%) berusia <15 tahun dan 3.444 

orang (5,55 %) berusia 65> tahun. Selama tahun 2015 kecamatan 

Karangtengah terhitung kepadatan penduduknya sebesar 1204,85 

orang/Km2 dengan kepadatan tertinggi di desa Karangsari sebesar 

2558,42 orang/Km2 dan terendah sebesar 431,93 orang/Km2 di desa 

Tambakbulusan. 

b) Pendidikan Di Kecamatan Karangtengah 

        Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi tersedianya sarana 

dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan yang 

memadai. Berdasarkan data dari kantor UPTD DIKPORA dan kantor 

Depdiknas kabupaten Demak, pada tahun 2016 diketahui ada 29 

Sekolah Taman Kanak-kanak, 32 (SD/MI), 10 (SMP/MTS) dan 6 

(SMA/MA). Sedang jumlah guru berturut-turut 376 untuk SD/MI, 321 

untuk SmP/Mts dan 219 untuk SMA/MA. Keagamaan Demak adalah 

kota yang menjunjung tinggi akan nilai toleransi. Meskipun 

mempunyai slogan demak kota wali, namun tidak seluruh 

penduduknya beragamakan Islam. Seperti halnya di kecamatan 

Karangtengah setidaknya ada 3 agama yang dipeluk oleh penduduk  

kecamatan Karangtengah. Sedangkan untuk tempat ibadah umat 
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beragama sendiri ada 331 tempat ibadah. Dan untuk pondok pesantren 

di kecamatan Karangtengah juga ada. 

C.IDENTITAS KEPALA KUA KABUPATEN DEMAK 

1. KUA Sayung 

  Nama  = Ahmad mahzum  

  Tempat tanggal lahir = Demak 21 desember 1967 

  Pendidikan terakhir   = S1 di iain walisongo dan S2 di unissula 

 Status   = bekerja sebagai kepala kua di kecamatan sayung demak 

Poligami =tidak cukup 1 istri 

2.Kua Mranggen 

 Nama = H . Mufidz S.Ag 

 Tempat tanggal lahir = Demak 7 agustus 1963 

Pendidikan terakhir  = S1 iain wali songo 

Status  = bekerja di kua mranggen  

Poligami = tidak  

3.Kua karangawen  

 Nama  = Saekhul S.Ag 

Tempat tanggal lahir = Demak 15 febrari 1966 

Pendidikan terakhir  = S1 hukum di uin kudus 

Status  = bekerja di kua karangawen dan guru ngaji di desa kangkung 

Poligami = cukup 1 istri 
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4.Kua guntur 

 Nama =  Nur hamid S.H 

Tempat tanggal lahir = kudus 9 Mei 1962 

Pendidikan terakhir = S1 wali songo semarang 

Status = kepala kua di guntur 

Poligami = tidak cukup 1 istri 

5.Kua karangtengah 

 Nama = shohi lutfi S.A.g 

 Tempat tanggal lahir = demak 2 februari 1961 

 Pendidikan terakhir = S1 hukum di walisongo 

 Status  = kepala kua di guntur  

 Poligami = cukup 1 istri 3 anak 

6.Kua bonang 

 Nama = Solekul hadi msi 

 Tempat tanggal lahir = demak 30 januari 1964 

 Pendidikan terakhir = S1  

 Status = kepala kua bonang dan guru ngaji 

 Poligami = cukup 1 istri 

7.Kua Wonosalam 

 Nama = saiful karim S.Ag 

 Tempat tanggal lahir = semarang 2 juli 1968 

 Pendidikan terakhir =S1 di semarang 

 Status = kepala kua di wonosalam 
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Poligami = tidak cukup 4 anak 

D.PENERAPAN PUTUSAN UNDANG - UNDANG PASAL 7 NOMOR 16 

TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 19744 

TENTANG PERNIKAHAN 

        Penerapan Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan di beberapa KUA dikabupaten Demak rata-rata belum 100 % 

terlaksana masih banyak keluarga yang meminta surat dispensasi untuk 

anaknya, Di KUA kecamatan Sayung data yang di dapatkan ada 25anak 

pertahunnya, Di KUA kecamatan Guntur data yang di dapatkan ada 23 

anak pertahunnya, Di KUA kecamatan Mrangen data yang di dapatkan ada 

15 anak pertahunnya, Di KUA kecamatan karangawen data yang di 

dapatkan ada 20 anak pertahunnya, Di KUA kecamatan Bonang data yang 

di dapatkan ada 20 anak pertahunnya, Di KUA kecamatan karang tengah 

data yang di dapatkan ada 16 anak pertahunnya, Di KUA kecamatan 

Wonosalam data yang di dapatkan ada 24 anak pertahunnya 

Tabel.1 

Data pernikahana di bawah umur di kabupaten Demak 

 

Nama Umur Kecamatan 

Siti Halimah 17 Sayung 

Nur Hayati 18 Sayung 

Siti Komariyah 18 Sayung 

Muhamad Zaenuri 17 Sayung 

Badrul Munir 18 Sayung 

Ahmad Zaenus 18 Sayung 

.Faisal Hadi 18 Sayung 

Indah Safitri 17 Sayung 

Eka Nur Fitriana 18 Sayung 

Syarifudin 18 Sayung 
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Muhamad 

Hamdan 17 Sayung 

Deni Ardiansyah 18 Sayung 

Siti Zubaidah 18 Sayung 

Ali Mahfudzi 17 Sayung 

Fathur Rohim 17 Sayung 

Bagus Eryawan 16 Sayung 

Badrut Tamam 17 Sayung 

Jamaludin 18 Sayung 

Sulistiyowati 18 Sayung 

Nur Handayani 17 Sayung 

Nur Azizah 17 Sayung 

Saidah Rohmah 17 Sayung 

Indriyani 18 Sayung 

Fajar Ayu Safitri 18 Sayung 

Muhamad Sakur 17 Mrangen 

Muhamad Arifin 18 Mrangen 

Siti Fadilah 18 Mrangen 

Nur Aisyah 18 Mrangen 

Jafar Sodiq 17 Mrangen 

Siti Sumarni 16 Mrangen 

Sigit Iskandar 18 Mrangen 

Siti Khotijah 17 Mrangen 

Muhamad Basori 18 Mrangen 

Lutfi Kamal 17 Mrangen 

Bukhori 18 Mrangen 

Amsul Huda 18 Mrangen 

Alfiyah 18 Mrangen 

Muhamad Sulis 17 Mrangen 

Siti Syafaah 18 Mrangen 

Ahmad Khudori 17 Mranggen 

 

       Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dilakukan oleh pihak 

yang ingin melangsungkan pernikaham namun usia mempelai tidak 

memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang pernikahan, dispensasi pernikahan diperuntukan bagi 

calon pasangan pengantin yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) 

tahun, apabila calon pengantin masih dalam kategori usia anak (dibawah 

18 tahun) seperti yang tertulis dalam Undang-Undang  Perlindungan Anak. 

Apa bila anak ingin dinikahkan maka akan dibutuhkan perwakilan dari 
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orang tua atau wali untuk  mengajukan permohonan dispensasi pernikahan 

Ke Pengadilan Agama.untuk Cara bagaimana pengajuan dispensasi 

pernikahan sudah tertera dalam ketentuan Peraturan MA RI Nomor 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi: 

1. Yang berhak dalam pengajuan permohonan dispensasi menikah 

ialah orang tua 

2. Apabila orang tua mempelai sudah bercerai maka, permohonan 

dispensasi menikah harus tetap diajukan oleh kedua orang tua, 

atau salah satu orang tuanys yang mendapatkan hak asuh 

terhadap anak berdasarkan keputusan pengadilan 

3. Apabila orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui  

keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh 

salah satu orang tua yang masih ada 

4. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau 

dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, 

permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak 

5. Apabila orang tuanya berhalangan untuk mengajukan surat 

dispensasi menikah maka,  diajukan  oleh  kuasa  berdasarkan  

surat  kuasa  dari orang tua/wali sesuai peratutan perundang-

undangan”. 

       Peraturan yang disebutkan diatas disahkan yang bertujuan untuk 

menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang 
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lain yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau 

wanita, ketentuan dispensasi  pernikahan ini untuk menjamin kepastian 

dan bisa menghindari hal-hal yang  tidak diinginkan, Seperti contoh 

perkawinan paksa diluar sepengetahuan  keluarga  dan  orangtua  calon  

mempelai, maka dari itu ketentuan tersebut dibuat sehingga pihak 

pengadilan tidak memberikan keputusan yang menjadikan rugi salah satu 

pihak, maka pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon 

mempelai atau setidak-tidaknya wali anak apabila orang tuanya telah 

meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang 

berhak mengajukan dispensasi pernikahan, juga terdapat ketentuan yang 

mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi pernikahan. 

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi 

pernikahan tercantum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni Syarat administrasi dalam 

pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:  

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin 

adalah:  

a. Surat permohonan 

b. fotocopy Kartu Keluarga atau KK 

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali (KTP) 

d. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Kartu  Identitas  Anak  

dan/atau  Akta  Kelahiran calon suami/isteri 
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e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak 

dan/atau Akta Kelahiran 

f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat 

Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak 

       Melonjaknya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, ada beberapa 

alasan salah satunya adalah kehamilan diluar nikah, dikarenakan pergaulan 

yang salah pada anak yang mengakibatkan hal yang tidak di inginkan 

keluarganya terjadi (hamil diluar nikah), maka dari itu keluarga ingin 

segera menikahkanya dikarenakan sudah berbadan 2, hal ini yang 

mendasari hakim meberikan putusan untuk mengabulkan permohon 

dispensasi menikah, demi kekepentingan si anak itu sendiri. kedua yaitu 

mengenai tingkat kemiskinan dalam masyarakat, faktor ekonomi 

seringkali menjadi alasan pernikahan bawah umur dikarenakan orang tua 

mengiginkan mahar pernikahan yang lebih sehingga menikahkan anaknya 

lebih awal dan menjodohkanya denga lelaki yang sangat jauh umurnya 

dengan anaknya dan memiliki banyak atau  sekedar meringankan beban 

dalam keluarganya. 
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BAB IV 

ANALISA PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG PELAKSANAAN 

NIKAH 

A. Aspek positif dan negatif adanya perubahan batas pernikahan tentang studi 

pendapat kepala kua se kabupaten demak tentang perubahan batas pernikahan 

dan pelaksanaanya dalam Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019  

      Dapat disimpulkan bahwa rata-rata calon pengantin yang umurnya 

dibawah 18 mengajukan dispensasi menikah, di kabupaten Demak di beberapa 

KUA seperti yang sudah tertera di bab 3, beberapa kua belum 100% bisa 

menerapkan batas usia menikah dalam menurut Undang - Undang pasal 7 

Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan banyak yang mengajukan dispensasi 

menikah di pengadilan Demak, Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan 

menurut Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan 

hanya diijinkan apabila sudah memasuki umur 19 tahun, namun apabila 

terdapat pelangaran dapat meminta dispensasi menikah kepada pengadilan 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak 

wanita. Untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah didasarkan pada 

kematangan jasmani (fisik) maupun kematangan rohani, diharapkan dari 

kematangan tersebut seorang pria dan wanita atau calon mempelai pada batas 

usia tersebut telah mampu memahami sebab akibat yang akan terjadi pada 

perkawinannya dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina 

keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan Undang - Undang pasal 7 Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan. 



50 

 

       Selama melakukan penyelidikan kasus, hakim bertanggung jawab untuk 

mengkonstatir, mengkualifisir lalu mengkonstituir. Mengkonstatir artinya 

hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh 

para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dibuktikan 

dengan bukti.. 

Dalam pembuktian ini, para pihak  yang terkait akan memberikan alasan 

awal yang cukup kepada hakim yang menangani perkara tersebut, kemudian 

yang bersangkutan memberikan tangapan bahwa surat pengajuan dispesasi ini 

adalah fakta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Fakta merupakan keadaan 

dimana peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang 

dan waktu. Kita dapat mengatakan bahwa Suatu fakta terbukti jika telah 

diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Misalnya masalah 

dispensasi nikah, fakta yang perlu diperiksa kebenarannya ialah apa benar 

seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur 

dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan pada berkas permohonan 

dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama. 

Ketepat hakm dalam memberilan keputusan, hakim tidak diboleh keluar 

dari tatanan hukum yang telah mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. 

Ketetapan yang ditetapkan hakim akan menjadi kepastian hukum dan 

mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim 

merupakan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan 

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan 
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perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-

pertimbangan 

Adapu beberapa pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam yang 

dijadikan dasar pertimbangannya adalah:“mendahulukan yang baik 

menghilangkan yang buruk atau yang tidak berguna bagi kiya”. manusia tidak 

diperbolehkan melakukan suatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maupun 

orang lain. Menurut persepsi hakim, terjadi madharatnya apabila tidak 

dinikahkan akan menumpuk dosa dan biasanya terjadi pernikahan siri atau di 

bawah tangan yang akan merumitkan proses-proses hukum yang terjadi 

berikutnya atau mericuhkan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut 

undang-undang. 

Pertimbangan yang kedua keadilan untuk masyarakat. Pernikahan sering 

dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak yang 

sudah hamil diluar nikah dikarenakan orang tua kedua mempelai malu dengan 

tetangga sekitar. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Demak kelas II 

B.Aspek implementasi undang undang tentang batasan menikah 

Aspek implementasi undang undang tetang batas menikah pelaksanaan 

dari sebuah implementasi sangat di tentukan oleh adanya pelaksanaan dalam 

program yang memiki kemampuan dan dukungan yang di butuhkan oleh 

kebijakan berasarkan peraturan menteri agama tentang percatatan perkawinan 

pasal 1 ayat 1 kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya di sebut kua  

untuk dapat mengimplementasikan undang undang tersebut harus ada 

wewenang dari angota kua tersebut untuk bersosialisasi dan silaturahmi dalam 
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masyarakat di kabupaten demak dengan demikian kua bisa mendapat 

dukungan dari masyarakat biar bisa menjalankan program pemerintah yaitu 

untuk melakukan kordinasi terkait implementasi batas usia pernikahan 

berdasarkan undang undang no 16 tahun 2019.namun dukugan dari 

masyarakat sendiri masih belum mendukung di lihat dari segi sumberdaya 

yang ada masih kurang untuk menjalankan implementasi tersebut jadi dalam 

hal ini di katakan implementasi batas usia menikah belum berhasil.jalanya 

implementasi supaya bisa di jalankan dengan baik yaitu dari masyarakat itu 

sendiri supaya bisa mengimplementasikan batas usia pernikahan 

 Menurut imam Mazhab. perkawinan wanita hamil di istilahkan bahwa 

pernikahan seseoran perempuan yang sedang berbadan 2 dengan pria 

,walaupun si wanita tidak dalam status nikah atau masa iddah karena 

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. 

Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat para 

imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Ahmad bin Hanbal), mereka 

berbeda pendapat, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:  

1. Madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi‟ meyakini bahwa wanita yang 

mengandung akibat zina di perbolehkan melangsungkan pernikahan  

dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki 

lain.sedanngkan madzhab Imam Hanafi mengatakan: “Wanita hamil 

karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi 

tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan 

kandungannya”. Menurut Imam Syafi‟i: “Hubungan seks karena zina 
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itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh 

dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam 

keadaan hamil.” Menurut Imam Hanafi meskipun pernikahan 

perempuan yang berbadan dapat dilaksanakan, akan tetapi dia tidak 

diperbolehkan disetubuhi sampai  bayi yang dalam kandungan itu 

lahir. Menurut Imam Syafi‟i pernikahan perempuan yang  (hamil) itu 

dapat dilangsungkan, suami yang sudah menikahinya juga dapat 

menyetubuhinya. Pada pendapat Imam Syafi‟i dapat disimpulkan 

bahwa seseorang perempuan  yang hamil dari hubungan terlarang atau 

melakukan hubungan seks di luar nikah,masih bisa melakukan 

pernikahan dan kehamilanya tersebut tidak mempengaruhi pernikahan 

yang mereka  

2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan 

Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk 

zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri 

dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung 

pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi 

Muhammad SAW. “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada 

Allah dan hari Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman 

orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi 

seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli 

wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra‟nya (iddah) satu 

kali haid” (Hr. Imam Bukhari). Imam Malik dan Imam Ahmad bin 
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Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadits tersebut, bahwa 

wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. 

Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari 

perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. 

Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal 

dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki 

masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan 

perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Wanita hamil 

dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan, menurut Imam Ahmad 

bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat 

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. 

Menurut hadits tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil 

dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai 

melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar 

menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang 

punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Maka Imam Malik 

dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap 

wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, 

ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual diluar nikah. 

Maka dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.15 

Merujuk pada kedua mazhab di atas menurut penulis, mazhab Imam 

Hanafi dan Imam Syafi‟i lebih mudah untuk dijadikan acuan dan memberi 

jalan keluar bagi mereka yang telah terlanjur hamil sebelum menikah. 
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Tetapi penulis lebih menyetujui pendapat Imam Hanafi: “Wanita hamil 

karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi 

tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan 

kandungannya”. Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita 

hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh 

disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir, Status 

perkawinan wanita yang hamil diluar nikah sudah tertulis dalam KHI di 

Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) yang 

berbunyi :  

1. Seseorang perempuan yang hamil masih bisa menikah deng seorang 

laik-laki yang terlah menghamilinya 

2. disebutkan pada ayat (1) bahwa pernikahan tidak menunggu anak yang 

didalam perutnya keluar terlebih dahulu diperkuat oleh Pasal 53 ayat 

(2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar 

dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi 

yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. 

3. pernikahan yang dilangsungakan saat mempelai wanita hamil, tidak 

akan mengulang pernikahan setelah anak yang ada dalam perut keluar  

Didalam  KHI pernikahan sorang wanita yang bersetatus sudah 

mengandung atau hamil akibat perbuatan zina tidak dikenakan iddah atau 

masa tunggu. Akan tetapi, pernikahan wanita yang mengandung ini sudah 

dituliskan pada Pasal 53 ayat (1), perempuan yang hamil akibat berzina 

maka hanya boleh menikah dengan pria yang menghamilinya. Namun 
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untuk Mengetahui siapakah laki-laki yang telah menghamili wanita itu 

sangatlah sulit, apalagi dengan adanya pembuktian menurut hukum Islam 

yang mengharuska disaksikan oleh empat orang saksi maka dari itu 

Pembuktian perzinaan semakin sulit dibuktikan apabila wanita tidak mau 

mengakui siapa bapak nya atau ada usur kesengajaan menutup-nutupi 

kehamilanya atau pelakunya,pada Pasal 53 ayat (1 dan 2) tersebut 

memiliki pengucapan yang tidak konsisten. Karena apabila berpedoman 

kepada Pasal 53 ayat (2) KHI, ternyata hanya berpatokan kepada 

keformalan, dikarenakan perempuan yang hamil belum pernah menikah, 

maka kemudian diputuskan bahwa yang berlaku baginya adalah hak 

kegadisan, walaupun kenyataanya wanita itu telah hamil. Pasal 53 ayat (3) 

menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat 

wanita hamil, tidak diperlukan lagi pernikahan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa pernikahan tersebut tidak perlu 

diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa pernikahan terdahulu telah 

dinyatakan sah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada Undang – undang pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan 

usia pernikahan telah disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila 

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pada 

kenyataanya masih banyak yang melangar pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang batasan usia pernikahan dengan alasan sudah berbadan dua atau 

terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan maka dari itu orang tua meminta 

surat dispensasi pernikahan, despensasi ini memiliki tujuan untuk melindungi 

hak anak. 

Tidak ada batasan umur dalam hukum islam untuk menikah namun 

islam mengatur batasan dewasa atau baliqh, jika seseorang sudah dewasa 

maka memiliki mental, fisik dan organ produktifitas sudah matang sehingga 

sudah dikatakan mapan dalam membina bahtara rumah tangga 

Ada beberapa faktor penyebab pernikahan dibawah umur antara lain 

faktor internal dan exsternal yaitu faktor internal kurang terpenuhinya 

kebutuhan pendidikan secara maksimal, lemahnya pengawasan dari orang tua, 

sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi dan kemajuan teknologi 

komunikasi 

B. Saran  

Pencegahan pernikahan dibawah umur bisa di mulain dari keluarga, 

keluarga harus menanamkan agama pada hati dan kepribadianya agar bisa 
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membentengi diri sendiri apa lgi pada era yang semakin maju ini sehingga 

terhindar dari hal yang tidak di inginkan atau salah pergaulan yang bisa 

menyebabkan seks bebas, keluarga atau orang tua juga harus terbuka dengan 

anak, lebih peka dengan perkembangan akademis maupun pergaulanya. Jika 

perlu orang tua mensosialisaikan atau memberikan pendidikan pernikahan dini 

kepada anak prihal pernikahan tidak serta merta tentang masalah melakukan 

hubungan suami istri saja tetapi ada hak dan kewajiban didalamnya yang 

wajib dijalankan seseorang yang sudah berumah tangga. Untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban perlu adanya saling suport dan saling menghormati, semua 

sudah diatur seperti contohnya kewajiban sebagai suami yaitu mencari nafkah 

dan kewajiban seorang istri adalah mendidik anak-anaknya kelak sehingga 

menjadi anak yang sholeh / solehah. 
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